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PERATURAN DEWAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN

PELABUHAN BEBAS BATAM
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA DEWAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN

Menimbang

a.

PELABUHAN BEBAS BATAM,

bahwa Peraturan Ketua Dewan Kawasan Batam Nomor 1
Tahun 2014 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja
Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan
pelabuhan Bebas Batam sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan
Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2015
tentang Perubahan atas Peraturan Ketua Dewan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
Batam Nomor 1 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sudah
tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan
penyelenggaraan  pengelolaan, pengembangan, dan
pembangunan Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas Batam sehingga perlu diganti;

bahwa organisasi dan tata kerja Badan Pengusahaan

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
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Mengingat

Batam telah dikonsultasikan dan mendapat persetujuan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi melalui surat Nomor: B/870/M.KT.01/2019
tanggal 23 September 2019;

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2)
Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dewan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
Batam sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Presiden Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perubahan atas
Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dewan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
Batam, Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas Batam mempunyai tugas dan
wewenang menetapkan kebijaksanaan umum, membina,
mengawasi, dan mengoordinasikan kegiatan Badan
Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas Batam;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Dewan Kawasan Perdagangan
Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam tentang Organisasi
dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan

Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4053) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan
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Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi
Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4775);

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4757) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 62
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6384);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Pengelolaan Keuangan pada Badan Pengusahaan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5196);

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2015 tentang
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DEWAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN
PELABUHAN BEBAS BATAM TENTANG ORGANISASI DAN
TATA KERJA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM.
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan

Pelabuhan ini yang dimaksud dengan:

1.

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, yang
selanjutnya disingkat KPBPB adalah suatu kawasan yang
berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang terpisah dari daerah pabean sehingga
bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan
nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan cukai.
Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan
Bebas Batam, yang selanjutnya disebut Dewan Kawasan
Batam adalah Dewan yang dibentuk oleh Presiden dan
keanggotaannya ditetapkan Presiden dengan tugas dan
wewenang menetapkan kebijakan umum, membina,
mengawasi, dan mengkoordinasikan kegiatan Badan
Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas Batam.

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas Batam, yang selanjutnya disebut Badan
Pengusahaan Batam adalah lembaga/instansi
pemerintah pusat yang dibentuk oleh Dewan Kawasan
Batam dengan tugas dan wewenang melaksanakan
pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan KPBPB
Batam.

Pimpinan adalah Kepala, Wakil Kepala, dan Anggota
Badan Pengusahaan Batam.

Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan,
dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan
dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan teknis
jabatan.

Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan,
keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati,
diukur, dan dikembangkan untuk memimpin dan/atau

mengelola unit organisasi.
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7. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan,
keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati,
diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman
berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal
agama, suku dan Dbudaya, perilaku, wawasan
kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip,
yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk
memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan
jabatan.

8. Pegawai Badan Pengusahaan Batam adalah Pegawai
Negeri Sipil yang berstatus dipekerjakan atau
diperbantukan yang selanjutnya disebut PNS DPK/DPB
dan non Pegawai Negeri Sipil.

9. Badan Pertimbangan Jabatan dan Golongan adalah
badan yang diangkat dan ditetapkan oleh Kepala Badan
Pengusahaan Batam yang bertugas untuk memberikan
pertimbangan dalam pengangkatan, pemindahan, dan
pemberhentian pegawai secara obyektif berdasarkan

Daftar Urutan Kepangkatan (DUK).

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2
Badan Pengusahaan Batam dalam pelaksanaan tugas dan
fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Dewan Kawasan Batam.

Pasal 3
Badan Pengusahaan Batam mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan, pengembangan dan pembangunan KPBPB Batam

sesuai dengan fungsi KPBPB.

Pasal 4
Badan Pengusahaan Batam dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, menyelenggarakan

fungsi:
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